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Abstract: This study aims to evaluate the implementation of e-government in public service 
delivery at the Pahandut District Office, Palangka Raya City. The analysis focuses on describing 
the level of implementation based on technological infrastructure readiness, human resource 
capacity, supporting policies, and community acceptance; identifying enabling and inhibiting 
factors; and assessing the extent to which e-government contributes to efficiency, effectiveness, 
and public satisfaction. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing in-depth 
interviews, direct observation, and documentation involving district officials and service users. 
The findings indicate that the implementation of e-government in Pahandut District has 
performed reasonably well, supported by adequate technological infrastructure, improved 
bureaucratic competence, and a generally positive public response toward digital services. 
Nevertheless, several challenges persist, including unstable internet connectivity, limited 
supporting facilities, and the incomplete integration of inter-agency systems. Overall, e-
government has contributed positively to enhancing the efficiency and transparency of public 
services. This study underscores the importance of strengthening human resource capacity, 
maintaining digital infrastructure, and improving inter-agency coordination to ensure more 
optimal and inclusive e-government implementation at the local level. 
 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi e-Government dalam 
pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya. Fokus kajian diarahkan 
untuk mendeskripsikan tingkat implementasi berdasarkan kesiapan infrastruktur teknologi, 
sumber daya manusia, kebijakan pendukung, serta penerimaan masyarakat; menganalisis faktor 
pendukung dan hambatan; serta menilai dampak penerapan e-Government terhadap efisiensi, 
efektivitas, dan kepuasan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode deskriptif, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 
aparatur kecamatan dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan e-Government di Kecamatan Pahandut telah berjalan cukup baik dengan dukungan 
infrastruktur teknologi yang memadai, kompetensi aparatur yang meningkat, serta respons 
masyarakat yang positif terhadap layanan digital. Namun demikian, masih terdapat hambatan 
seperti ketidakstabilan jaringan internet, keterbatasan fasilitas pendukung, serta belum 
terintegrasinya sepenuhnya sistem antarinstansi. Secara keseluruhan, e-Government 
berkontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Studi ini 
menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, pemeliharaan infrastruktur digital, serta 
penguatan koordinasi lintas lembaga agar implementasi e-Government lebih optimal dan inklusif 
di tingkat lokal. 
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PENDAHULUAN (INTRODUCTION) 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong transformasi 
tata kelola pemerintahan menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel 
(Shentov, 2002). Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan strategis seperti Peraturan 
Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 
Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai kerangka 
penerapan digitalisasi administrasi publik. Penerapan e-government diharapkan memperbaiki 
kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital, sejalan dengan pandangan 
(Andita & Yusuf, 2021; Rusmini et al., 2024) yang menyatakan bahwa e-government berfungsi 
membangun layanan yang lebih cepat, terbuka, dan responsif. 

Berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi e-government tidak hanya 
dipengaruhi oleh teknologi, tetapi juga oleh faktor sosial, kelembagaan, dan manajerial. 
(Purwanto & Susanto, 2018) menegaskan bahwa aspek non-teknis seperti visi kelembagaan, 
kesiapan organisasi, kompetensi aparatur, dan dukungan regulasi sering menjadi faktor 
penentu utama keberhasilan. Temuan ini sejalan dengan Indrajit (2018) yang menekankan 
pentingnya kesiapan SDM, struktur birokrasi, dan dukungan kebijakan dalam memastikan 
keberlanjutan transformasi digital di instansi pemerintah. 

Di Kota Palangka Raya sendiri, sejumlah penelitian memberikan gambaran awal 
mengenai kondisi digitalisasi layanan publik. (Praja Panjika, 2022) menemukan bahwa 
pengembangan e-government di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) telah memenuhi sejumlah elemen penting sukses implementasi, termasuk 
kesiapan teknologi dan komitmen organisasi. Sebaliknya, (Rio & Marvy, 2022) menunjukkan 
bahwa penerapan e-government di Kecamatan Jekan Raya selama pandemi masih terkendala 
keterbatasan sarana prasarana dan biaya operasional. Sementara itu, penelitian (Hasuna et 
al., 2023) menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Pahandut memperoleh nilai 
kepuasan masyarakat kategori “baik”, namun masih menghadapi kendala teknis seperti 
gangguan jaringan dan pemahaman masyarakat yang belum merata. 

Temuan-temuan sebelumnya mengindikasikan bahwa implementasi e-government di 
Kota Palangka Raya telah mengalami kemajuan, tetapi belum sepenuhnya merata dan masih 
menghadapi tantangan operasional pada tingkat kecamatan. Mengingat kecamatan 
merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, keberhasilan 
implementasi e-government pada level ini menjadi sangat krusial dalam memastikan 
efektivitas kebijakan nasional seperti SPBE. Kompleksitas pelayanan dan variasi kemampuan 
infrastruktur digital di tingkat kecamatan juga menuntut adanya evaluasi yang lebih 
mendalam mengenai kesiapan teknologi, kompetensi aparatur, serta penerimaan masyarakat 
terhadap layanan berbasis digital. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi 
implementasi e-government dalam pelayanan publik di Kecamatan Pahandut, Kota Palangka 
Raya, dengan menelaah empat aspek utama: kesiapan infrastruktur digital, kapasitas sumber 
daya manusia, dukungan regulasi, dan penerimaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini 
mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas implementasi, serta 
menilai dampak penerapan e-government terhadap efisiensi, efektivitas, transparansi, dan 
kepuasan pelayanan publik. Pendekatan evaluatif ini diharapkan memberikan gambaran 
empiris yang komprehensif mengenai kualitas penyelenggaraan layanan digital di tingkat 
kecamatan, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan tata kelola pelayanan publik berbasis 
teknologi di Kota Palangka Raya. 
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TINJAUAN PUSTAKA (LITRATURE REVIEW) 

E-government secara konsisten dipandang sebagai instrumen strategis untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena mampu mempercepat proses administrasi, 
memperluas aksesibilitas, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan layanan (Salma & 
Nawangsari, 2022; Sari et al., 2024) Namun, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan e-
government tidak dapat ditentukan hanya oleh ketersediaan teknologi. Transformasi digital 
menuntut perubahan menyeluruh pada struktur birokrasi, kultur organisasi, dan pola 
interaksi pemerintah-masyarakat, sebagaimana ditegaskan (Indrajit, 2013, 2014, 2017) bahwa 
e-government yang efektif membutuhkan keselarasan antara teknologi, proses, dan tata kelola. 
Pandangan ini diperkuat oleh (Nurdin et al., 2012; Rusmini et al., 2025; Safaria et al., 2019; 
Yusriadi et al., 2018) yang menekankan bahwa kendala terbesar dalam implementasi justru 
muncul dari aspek non-teknis, seperti lemahnya koordinasi, kurangnya kompetensi aparatur, 
serta belum adanya dukungan kebijakan yang konsisten. Dengan demikian, implementasi e-
government perlu dianalisis sebagai proses sosial-teknis yang kompleks, bukan sekadar 
penerapan perangkat lunak atau infrastruktur digital. 

Selain itu, keberhasilan e-government secara empiris sangat dipengaruhi oleh 
penerimaan pengguna. Model TAM (Gupta et al., 2022; Lee et al., 2025; Malatji et al., 2020; 
Saputra & Darma, 2022) and UTAUT  (Al-Okaily, 2024; Li, 2010) secara konsisten 
menunjukkan bahwa perceived usefulness dan perceived ease of use, serta faktor sosial dan 
kondisi pendukung teknis, merupakan determinan utama dalam mendorong penggunaan 
layanan digital. Dalam konteks pelayanan publik, beberapa studi di Indonesia mengonfirmasi 
bahwa masyarakat lebih terdorong menggunakan layanan digital ketika manfaat nyata dan 
keamanan sistem dirasakan kuat (Novitasari et al., 2022). Di sisi lain, kualitas layanan digital 
yang dinilai dari kecepatan akses, keandalan sistem, keamanan data pribadi, dan kemudahan 
navigasi menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi kepuasan dan kepercayaan 
publik (Alcaide-Muñoz et al., 2025; Alcaide–Muñoz et al., 2017). Hal ini menunjukkan bahwa 
implementasi e-government harus dibangun di atas kombinasi kapabilitas teknologi dan 
rekayasa proses pelayanan yang mampu menciptakan pengalaman pengguna yang konsisten 
dan dapat diandalkan. 

Kajian empiris di Kota Palangka Raya mencerminkan dinamika tersebut. Penelitian 
(Praja Panjika, 2022) menunjukkan bahwa sektor perizinan berhasil mengadopsi e-government 
berkat dukungan kebijakan dan ketersediaan infrastruktur yang memadai, sedangkan 
penelitian (Dewi et al., 2024) mengungkap bahwa tingkat kecamatan seperti Jekan Raya masih 
menghadapi hambatan berupa keterbatasan sarana, literasi digital, dan biaya operasional. 
Sementara itu, (Hasuna et al., 2023) menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Pahandut 
pada dasarnya menilai pelayanan publik cukup baik, tetapi kendala teknis seperti gangguan 
jaringan dan pemahaman digital yang belum merata masih mengganggu efektivitas layanan. 
Temuan-temuan ini secara argumentatif memperkuat pandangan bahwa keberhasilan e-
government di tingkat kecamatan tidak hanya ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah, 
tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur digital, kompetensi aparatur, dan tingkat penerimaan 
masyarakat sebagai pengguna langsung layanan. 

Secara keseluruhan, literatur menegaskan bahwa implementasi e-government 
merupakan proses multidimensional yang memadukan aspek teknologi, kelembagaan, 
kapasitas sumber daya manusia, dan perilaku pengguna. Dalam konteks unit pemerintahan 
yang berada di garis depan pelayanan, seperti kecamatan, tantangan implementasi cenderung 
lebih kompleks karena berhadapan langsung dengan keragaman kebutuhan masyarakat dan 
keterbatasan sumber daya operasional. Oleh karena itu, menelaah bagaimana e-government 
diimplementasikan di Kecamatan Pahandut menjadi penting untuk memahami sejauh mana 
digitalisasi mampu menjawab tuntutan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik di 
tingkat lokal.
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METODOLOGI 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study). 
Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai 
suatu fenomena sosial dalam konteks yang alami, dengan menekankan pada makna, proses, 
dan pengalaman subjektif para pelaku (Moleong, 2017). Lebih lanjut (Creswell, 2014) 
menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami 
makna yang secara individual atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau 
kemanusiaan termasuk kebijakan.  Kemudian (Yin, 2018) juga mengemukakan bahwa studi 
kasus adalah penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer (kasus) secara 
mendalam dan dalam konteks dunia nyata. Artinya pendekatan studi kasus cocok digunakan 
untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” suatu kebijakan atau program 
dilaksanakan dan berkembang dalam konteks tertentu. Sehingga penelitian ini yang 
dilakukan di Kantor Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah 
sangat relevan dengan jenis dan pendekatan penelitian tersebut. Adapun informan penelitian 
ini mencakup pejabat struktural (Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Seksi Pelayanan), 
staf pelaksana sistem e-government, serta masyarakat pengguna layanan digital.  

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, 
observasi langsung, dan dokumentasi terhadap regulasi, laporan kegiatan, serta data statistik 
pelayanan publik. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis tematik, 
melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk 
mengidentifikasi tema-tema utama terkait efektivitas, hambatan, dan faktor pendukung 
implementasi e-government. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik, 
serta member checking kepada informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi. 
Pendekatan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang sejauh mana penerapan 
e-government berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat 
kecamatan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION) 

Tingkat Implementasi E-government di Kecamatan Pahandut 
Berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi e-government di Kantor 

Kecamatan Pahandut menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik berbasis digital. Temuan utama menunjukkan bahwa 
sarana dan prasarana teknologi informasi di kantor kecamatan sudah relatif memadai untuk 
mendukung sistem pelayanan online. Tersedianya komputer, printer, mesin Anjungan 
Dukcapil Mandiri (ADM), dan jaringan internet menjadi infrastruktur utama yang menopang 
kegiatan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya perangkat ini, 
berbagai proses seperti pengelolaan data kependudukan, surat keterangan, dan pelayanan 
administratif lainnya dapat dilakukan secara digital dan lebih efisien dibandingkan sistem 
manual sebelumnya. 

Namun, meskipun infrastruktur yang ada sudah cukup mendukung, hasil wawancara 
juga mengungkapkan bahwa pegawai masih menghadapi keterbatasan dalam kualitas dan 
perawatan sarana yang tersedia. Beberapa perangkat mengalami gangguan teknis karena usia 
pemakaian dan kurangnya pemeliharaan berkala. Hal ini sejalan dengan teori Edwards III, 
khususnya pada aspek resources (sumber daya), di mana kualitas sumber daya fisik menjadi 
salah satu determinan keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sarana dan 
prasarana yang memadai, pelaksanaan kebijakan digitalisasi pelayanan publik sulit mencapai 
efektivitas yang optimal.
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Dari sisi kebijakan, keberadaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi dasar normatif bagi pemerintah 
daerah untuk menerapkan e-government. Namun, pada tingkat kecamatan, pelaksanaannya 
masih membutuhkan penyesuaian dengan kapasitas lokal. Temuan di Pahandut 
memperlihatkan bahwa meskipun sudah tersedia fasilitas dan sistem online, masih terdapat 
kesenjangan antara kebijakan pusat dan kemampuan daerah dalam melaksanakan 
transformasi digital secara penuh. Dengan demikian, tingkat implementasi e-government di 
Kecamatan Pahandut dapat dikategorikan sebagai tahap berkembang, di mana pondasi 
digitalisasi telah terbentuk tetapi belum sepenuhnya matang. Secara visual, kondisi kesiapan 
infrastruktur dapat digambarkan pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Kondisi Kesiapan Infrastruktur Di Kantor Kecamatan Pahandut 

Aspek Infrastruktur Ketersediaan Kondisi Umum Keterangan 

Komputer & Printer Tersedia Cukup baik 
Perlu peningkatan 
kapasitas dan 
perawatan rutin 

Mesin ADM Tersedia Baik 
Membantu pelayanan 
mandiri masyarakat 

Jaringan Internet Tersedia Fluktuatif 
Perlu peningkatan 
kestabilan dan 
kecepatan 

Aplikasi Pelayanan Tersedia Terintegrasi sebagian 
Masih terbatas pada 
jenis layanan tertentu 

Sumber: diolah oleh peneliti 

Temuan ini memperlihatkan bahwa Kecamatan Pahandut telah berada pada koridor  
yang benar dalam implementasi e-government, namun masih perlu peningkatan terutama 
pada aspek pemeliharaan, pengembangan aplikasi, dan integrasi sistem lintas instansi. 
 
Penerimaan dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Online 

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap pelayanan berbasis e-government di 
Kecamatan Pahandut tergolong tinggi. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Camat, 
sebagian besar masyarakat memberikan apresiasi positif terhadap layanan digital yang telah 
diterapkan. Masyarakat merasa pelayanan berbasis teknologi ini membawa kemudahan 
dalam mengurus berbagai administrasi, seperti pembuatan surat keterangan, pengajuan izin, 
serta pencetakan dokumen kependudukan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan 
efisiensi, di mana proses pelayanan menjadi lebih cepat, hemat waktu, dan tidak lagi 
bergantung sepenuhnya pada kehadiran fisik masyarakat di kantor kecamatan. 

Temuan ini mengonfirmasi pandangan yang dikemukakan oleh Heeks (2006) yang 
menyebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan implementasi e-government adalah 
meningkatnya kepuasan dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks teori Edwards III, aspek 
communication menjadi faktor penting-yakni bagaimana pesan dan tujuan kebijakan e-
government disampaikan kepada masyarakat. Kecamatan Pahandut dinilai cukup berhasil 
dalam melakukan sosialisasi dan mengomunikasikan manfaat pelayanan digital, sehingga 
masyarakat mampu menerima perubahan tersebut dengan baik. Namun, masih terdapat 
sebagian warga yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan karena keterbatasan 
pengetahuan digital dan akses internet, khususnya di wilayah pinggiran kecamatan. 

Dari sisi pelayanan publik, tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi menunjukkan 
bahwa prinsip responsiveness dan efficiency dalam pelayanan publik telah terwujud. Hal ini 
juga sejalan dengan hasil studi sebelumnya oleh Nugroho (2020), yang menemukan bahwa 
penerapan e-government di beberapa kecamatan di Jawa Timur meningkatkan kepuasan 
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masyarakat hingga 70%. Temuan di Pahandut mengindikasikan tren serupa, walaupun masih 
terdapat kesenjangan digital yang perlu ditangani secara bertahap. 

Dengan demikian, tingkat penerimaan masyarakat dapat dikategorikan dalam tiga 
aspek utama: (1) kemudahan akses layanan digital, (2) peningkatan kepercayaan publik 
terhadap aparatur pemerintah, dan (3) munculnya budaya pelayanan berbasis transparansi. 
Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi e-government bukan hanya membawa 
dampak administratif, tetapi juga membentuk hubungan sosial baru antara pemerintah dan 
masyarakat yang lebih terbuka dan partisipatif. 
 
Kesiapan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Kesiapan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor krusial dalam implementasi 
kebijakan e-government. Berdasarkan hasil wawancara, aparatur di Kecamatan Pahandut telah 
menunjukkan tingkat adaptasi yang baik terhadap penggunaan teknologi informasi dalam 
pelayanan publik. Pegawai sudah terbiasa menggunakan aplikasi pelayanan kependudukan, 
sistem surat-menyurat elektronik, dan platform digital lain yang terintegrasi dengan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palangka Raya. Ini menandakan bahwa 
aspek disposition dalam teori Edwards III — yang menekankan pada komitmen dan sikap 
pelaksana kebijakan — telah berjalan dengan baik. 

Peningkatan kapasitas aparatur dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan 
teknis (bimtek) yang diselenggarakan secara rutin. Pelatihan tersebut difokuskan pada 
pengoperasian sistem pelayanan digital dan pengelolaan data kependudukan secara 
elektronik. Hasilnya, pegawai menjadi lebih kompeten dalam menangani pelayanan berbasis 
teknologi dan memahami pentingnya keamanan data publik. Kondisi ini sejalan dengan 
temuan penelitian Winarno (2022) yang menyebutkan bahwa penguatan kompetensi digital 
aparatur menjadi determinan utama keberhasilan e-government di tingkat daerah. 

Walaupun demikian, tantangan masih muncul dalam hal pemerataan kompetensi di 
antara seluruh pegawai. Beberapa staf administrasi dan perangkat kelurahan masih 
membutuhkan pendampingan intensif untuk memahami sistem online yang lebih kompleks. 
Ini menunjukkan perlunya strategi peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, tidak hanya 
dalam bentuk pelatihan formal tetapi juga melalui mentoring antarpegawai. Peningkatan 
literasi digital internal akan membantu menjaga konsistensi kinerja dalam melayani 
masyarakat, terutama ketika menghadapi gangguan teknis atau perubahan sistem aplikasi. 
Implikasi teoretis dari temuan ini memperkuat pandangan bahwa SDM bukan hanya 
pelaksana kebijakan, tetapi juga agent of change dalam transformasi birokrasi digital. Dengan 
SDM yang siap, e-government tidak hanya menjadi kebijakan administratif, melainkan bagian 
dari budaya kerja baru dalam pemerintahan daerah. 
 
Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Implementasi E-government 

Faktor pendukung utama implementasi e-government di Kecamatan Pahandut adalah 
tersedianya jaringan internet yang stabil dan kerja sama lintas instansi, khususnya dengan 
Disdukcapil. Infrastruktur jaringan yang memadai memungkinkan pelayanan publik 
dilakukan secara cepat dan efisien. Selain itu, dukungan pimpinan kecamatan dan komitmen 
aparatur dalam menjaga keberlangsungan sistem digital juga menjadi kekuatan internal yang 
signifikan. Ini sejalan dengan teori Edwards III pada dimensi structure, di mana keberhasilan 
implementasi dipengaruhi oleh koordinasi organisasi dan pola kerja birokrasi yang 
mendukung inovasi. 

Namun, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa hambatan teknis masih menjadi 
persoalan utama. Gangguan jaringan internet, pemadaman listrik, serta keterbatasan 
perangkat seperti printer ADM sering kali menghambat kelancaran pelayanan. Hambatan ini 
berdampak langsung pada waktu pelayanan dan persepsi masyarakat terhadap efisiensi 
sistem. Dari sisi kebijakan, belum semua layanan dapat diakses sepenuhnya di tingkat 
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kecamatan, karena beberapa proses administrasi masih terpusat di Disdukcapil Kota 
Palangka Raya. Kondisi ini menggambarkan keterbatasan desentralisasi dalam penerapan e-
government di tingkat lokal. 

Faktor eksternal lain yang turut memengaruhi adalah keterbatasan literasi digital 
masyarakat dan kesenjangan akses internet antarwilayah. Hal ini senada dengan studi Fitriani 
(2021) yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi digital menjadi tantangan utama 
implementasi e-government di daerah-daerah nonmetropolitan. Dalam konteks Pahandut, 
masyarakat yang sudah terbiasa dengan pelayanan konvensional membutuhkan waktu 
untuk beradaptasi dengan sistem daring. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi e-
government memerlukan strategi pendukung berupa edukasi publik, peningkatan 
infrastruktur, dan integrasi kebijakan antarinstansi. 

Dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan hambatan tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa implementasi e-government di Kecamatan Pahandut telah berjalan 
dengan cukup efektif, tetapi masih menghadapi tantangan struktural dan teknis. Implikasi 
praktis dari temuan ini adalah perlunya policy refinement — penyesuaian kebijakan dan 
alokasi sumber daya agar lebih responsif terhadap kondisi lokal serta mampu memperkuat 
kolaborasi antarlembaga pemerintah daerah. 

KESIMPULAN (CONCLUSION) 

Implementasi e-government di Kantor Kecamatan Pahandut menunjukkan kemajuan 
penting dalam modernisasi pelayanan publik, ditandai dengan berfungsinya infrastruktur 
digital utama, meningkatnya kompetensi aparatur, serta respons positif masyarakat terhadap 
layanan daring. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kendala struktural dan teknis 
seperti ketidakstabilan jaringan, keterbatasan peralatan, dan belum optimalnya integrasi 
sistem lintas instansi. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas e-government pada level 
kecamatan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara kesiapan teknologi, kapasitas 
sumber daya manusia, tata kelola yang adaptif, serta literasi digital masyarakat. Oleh karena 
itu, penguatan pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kompetensi aparatur, perluasan 
integrasi sistem, dan edukasi digital masyarakat menjadi langkah strategis agar transformasi 
layanan publik berbasis elektronik dapat berjalan lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan di 
tingkat lokal. 
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